
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program
kegiatan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024, perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar
Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Standar
Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2024;
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3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

4. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2
Tahun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 112);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman PengelolaanBarang MilikDaerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wall Kota Banjarmasin Nomor 80

Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2023 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a)

sehingga sehingga Pasal3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal3
(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

(la) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun

Anggaran 2024 berfungsi sebagai batas harga Satuan Tertinggi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
harga yang belum termasuk pajak.

Menetapkan: PERUBAHANATASPERATURANWALlKOTABANJARMASIN
NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG STANDARSATUAN
HARGABARANGDANJASA KOTABANJARMASINTAHUN
ANGGARAN2024.

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjannasin (Lembaran Daerah Kota Banjannasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
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Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 .hovember 2023

SEKRETARIS DAERA OTABANJARMASIN,r

IBNU SINA

WALlKOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 J.~ovember 2023

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

2. Diantara Pasal S dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal SA,

sehingga Pasal SAberbunyi sebagai berikut :

Pasa15A
Bahwa untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri
sebagai suatu prioritas, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan Produk

Dalam Negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
minimal 25% (dua puluh lima persen) apabila telah terdapat Produk
Dalam Negeri dengan penjumlahan Nilai Tingkat Komponen dan nilai
Bobot Manfaat Perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
dan

b. Penggunaan produk impor atau Produk Dalam Negeri dengan nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri dibawah 25% (dua puluh lima persen)
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menterr/Pimpinan Lembaga, ketua Tim P3DN.


